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ABSTRACT

The journey of land registration in Indonesia has not always been smooth,
even though it started in 1961 with the issuance of PP Number 10 of 1961. This was
due to disputes, land conflicts and legal products in the form of certificates with
administrative defects. Prof. Boedi Harsono explained that one typology of land
disputes is related to land boundaries and area. Therefore, when issuing legal
products in the form of certificates, the principle of accuracy and caution is required
to avoid maladministration or administrative defects. The large number of
applications for certificates whose submission area has different results than the
size of the measurement results, has the potential to create land disputes. This
article will explain the mechanism for handling certificate applications that have
wide differences between the area of application and the area of measurement
results.

The research location is at the Blora Regency Land Office. Researchers used
qualitative research methods with a descriptive approach to record the mechanisms
that implemented at the Blora Regency Land Olffice. Data research was carried out
using interviews and document studies.

The results of this research illustrate that the Blora Regency Land Office
uses a special mechanism involving the Control and Dispute Handling Section for
certificate applications with a wide difference between the application area and the
measurement results greater than 10%. The Dispute Control and Handling Section
produces broad discrepancy analysis output based on the Site Inspection Minutes
by the Dispute Control and Handling Section. The results of this analysis are used
by the Survey and Mapping Section as a basis for following up on the request. In
this research, it was revealed that the mechanism of the Blora Regency Land Office
in handling certificate applications with wide differences is slightly different from
the applicable regulations.

Keywords: Certificate Application, Area Difference, Area of Measurement Results
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia.
Dalam arti permukaan, tanah bagi manusia merupakan tempat untuk tempat
tinggal, bercocok tanam dan melakukan aktivitas pembangunan. Dalam rangka
menjamin keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, tanah dapat digunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka negara atau pemerintah perlu
mengaturnya (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Oleh
karena itu, pemerintah perlu melakukan pendaftaran tanah guna menjamin
kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki (Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Guna memberikan penjelasan atas maksud dan tujuan dari pendaftaran
tanah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendaftaran
tanah akan diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Pemerintah
kemudian mencabut PP Nomor 10 Tahun 1961 dan menggantinya dengan PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut FX Sumarja (2010) menyatakan bahwa pencabutan dan
penggantian PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997
memiliki beberapa alasan antara lain:

1. Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak maksimal. Selama 30 tahun
berlaku baru 16,3 juta bidang tanah yang terdaftar dari 55 juta bidang
tanah.

2. Kurangnya anggaran, alat dan sumber daya manusia serta keadaan
obyektif tanahnya. Besarnya jumlah bidang tanah yang harus didaftar
serta tidak memiliki alat bukti yang kuat yang artinya kurang dipercaya
kebenarannya.

3. Belum ada ketentuan hukum sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran

tanahnya.



Pada PP Nomor 10 Tahun 1961 belum dijelaskan mengenai asas-asas

pendaftaran tanah. Menurut Satjipto Raharjo (2012), asas hukum merupakan

jantung dari sebuah peraturan hukum, asas akan memberikan arah kepada

pembentukan hukum. Asas-asas pendaftaran yang belum dijelaskan dalam PP

Nomor 10 Tahun 1961 membuat pendaftaran tanah di Indonesia kurang jelas

arahnya. Selanjutnya dalam PP Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan mengenai

asas-asas guna menentukan arah pendaftaran tanah di Indonesia. Pasal 2 PP

Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia

memiliki asas sebagai berikut:

1.

Asas Sederhana

Asas sederhana dimaksudkan agar dalam melaksanakan pendaftaran
tanah harus mengedepankan kemudahan dalam hal ketentuan dan
prosedurnya agar dipahami oleh masyarakat.

Asas Aman

Asas aman memiliki tujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap
tanah yang telah didaftarkan.

Asas Terjangkau

Asas terjangkau memiliki keterkaitan dengan keadaan ekonomi
masyarakat. Pendaftaran tanag harus menjangkau seluruh masyarakat
dengan ekonomi yang lemah sekalipun.

Asas Mutakhir

Pelaksanaan pendaftaran tanah harus memiliki kemutakhiran dalam hal
infrastruktur maupun tata cara pemeliharaan datanya.

Asas Keterbukaan

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi
berkaitan dengan data pendaftaran tanah yang benar sesuai kondisi di

lapangan.



Menurut Candra (2005) selain asas-asas di atas, pendaftaran tanah di

Indonesia juga memiliki asas-asas sebagai berikut:

1.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjamin bahwa produk berupa sertipikat yang diterbitkan
Badan Pertanahan Nasional merupakan alat bukti yang kuat sepanjang
tidak terbukti sebaliknya.

Asas Publisitas

Asas publisitas yang digunakan adalah asas publisitas negatif bertendensi
positif, artinya setiap orang yang merasa dirugikan terhadap terbitnya
sertipikat dapat mengajukan keberatan.

Asas Spesialitas

Asas  spesialitas merupakan konsekuensi pendaftaran tanah
memunculkan keterangan antara subjek hukum dan objek hukum beserta
hak dan kewajibannya. Setiap bidang tanah memiliki keunikan tersendiri
karena adanya identitas subjek dan objek beserta hak dan kewajibannya
memiliki perbedaan antara satu bidang dengan bidang yang lain.

Asas Rechtverwerking

Asas ini memaksa agar subjek pemegang hak tidak meninggalkan
tanahnya dalam jangka waktu tertentu dan tidak dibenarkan menuntut
pihak yang telah mengusahakan tanah yang telah ditinggalkan tersebut
dengan itikad baik.

Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas ini mengatur bahwa dalam penentuan dan/atau pemasangan batas
bidang tanag dilakukan secara bersama-sama antar pemilik hak dengan
tetangga berbatasan.

Asas Musyawarah

Setiap perselisihan berkaitan dengan tanah dianjurkan melakukan
musyawarah untuk berdamai.

Perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia tidak selalu mulus, meski telah

dimulai sejak tahun 1961 dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1961

Hal tersebut dikarenakan adanya sengketa, konflik pertanahan maupun produk



hukum berupa sertipikat yang cacat administrasi. Menurut Boedi Harsono

dalam seminar HUT UUPA XXXVI, 1996 ada beberapa tipologi sengketa

pertanahan, sebagai berikut:

1.

o

*

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Sengketa mengenai batas bidang tanah;

Sengketa mengenai luas bidang tanah;

Sengketa mengenai status tanahnya;

Sengketa mengenai pemegang haknya;

Sengketa mengenai hak yang membebaninya;

Sengketa mengenai pemindahan haknya;

Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan luasnya untuk proyek
pemerintah atau swasta;

Sengketa mengenai pelepasan/ pembebasan tanah;

Sengketa mengenai pengosongan tanah;

Sengketa mengenai pemberian ganti rugi, pesangon atau imbalan
lainnya;

Sengketa mengenai pembatalan haknya;

Sengketa mengenai pencabutan haknya;

Sengketa mengenai pemberian haknya;

Sengketa mengenai penerbitan sertifikatnya;

Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak atau perbuatan
hukum yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya.

Pada penjelasan di atas disebutkan oleh Prof. Boedi Harsono bahwa salah

satu tipologi sengketa pertanahan berkaitan dengan batas dan luas tanah. Oleh

karenanya dalam hal penerbitan produk hukum berupa sertipikat diperlukan

prinsip ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi maladministrasi atau cacat

administrasi. Menurut Dewi (2018) beberapa cacat administrasi yang dapat

dilakukan gugatan antara lain:

1.

2
3.
4

Kesalahan prosedur;

Kesalahan penerapan perturan perundang-undangan;
Kesalahan subjek hak;

Kesalahan objek hak;



Kesalahan jenis hak;

Kesalahan perhitungan luas;

Tumpang tindih hak atas tanah;

Ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;

Y 0 N W

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Sertipikat yang mengandung cacat administrasi timbul karena adanya
kesalahan dalam pengumpulan berkas maupun pengumpulan data (Gayatri,
dkk. 2021). Dalam pengumpulan berkas oleh pemohon dapat terjadi kesalahan
misalnya dalam penelitian identitas subjek maupun objek tanah atau salah
dalam melampirkan alas hak pengajuan pendaftaran tanah. Kemudian dalam
pengumpulan data kesalahan juga dapat terjadi oleh petugas Kantor

Pertanahan, misalnya dalam proses pengumpulan data fisik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menangani berkas pengajuan yang
memiliki perbedaan luas antara hasil ukur dengan pengajuan sebanyak 53
(lima puluh tiga) berkas dari rentang bulan Februari-Juli 2023 (pengamatan
peneliti selama Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana
Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2022/2023),
baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Berkas-berkas dengan luas hasil ukur lebih besar dari 10% daripada
pengajuannya, dari Seksi Survei dan Pengukuran diserahkan kepada Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam rangka permohonan bantuan
untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa melakukan pemeriksaan lapangan kemudian menghasilkan Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh pemohon, tetangga
berbatasan dan petugas serta disaksikan oleh perangkat desa. Hal-hal ini
menimbulkan pertanyaan bagi peneliti karena keterlibatan Seksi Sengketa dan
Perkara dalam penanganan berkas tersebut mengingat tidak atau belum terjadi
sengketa antara pihak- pihak yang berkepentingan serta Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa tidak memiliki tugas dan fungsi dalam rangka

pelayananan permohonan sertipikat. Oleh karena itu, peneliti telah meneliti



lebih lanjut tentang “Mekanisme, Problematika dan Solusi Penanganan
Berkas Permohonan Sertipikat Hak atas Tanah yang Memiliki
Perbedaan Luas antara Pengajuan Permohonan dengan Hasil Ukur di

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa
pendaftaran tanah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961. Perjalanan
pendaftaran tanah di Indonesia tidak selalu mulus. Berbagai masalah ditemui
sehingga memerlukan solusi dalam menyelesaikannya. Permasalahan
perbedaan luas antara berkas permohonan dengan hasil ukur merupakan
masalah klasik di berbagai tempat di Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora yang melibatkan Seksi Sengketa dan Perkara Pertanahan dalam
menangani berkas tersebut merupakan hal baru yang peneliti temui sehingga
menimbulkan berbagai pertanyaan di kepala peneliti. Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti merumuskan masalah yang perlu

dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian berkas pengajuan yang memiliki
perbedaan luas antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur?

2. Apa saja penyebab terjadinya perbedaan luas antara pengajuan
permohonan dengan hasil ukur?

3. Bagaimana problematika beserta solusinya akibat adanya perbedaan luas

tersebut?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penyelesaian terhadap berkas pengajuan yang
memiliki perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur di Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora.

2. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan Iluas antara pengajuan

permohonan dengan hasil ukur.



3.

Mengetahui problematika beserta solusinya akibat adanya perbedaan luas

antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai pengaplikasian
ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di perguruan tinggi.
Kemudian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk
penelitian yang berkesesuaian di masa mendatang.

Secara praktis, penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai bahan untuk
menyusun kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora mengenai mekanisme penanganan berkas

pengajuan permohonan yang memiliki perbedaan luas dengan hasil ukur.

. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dan memastikan fokus

arah yang tepat, maka penelitian ini dibatasi dalam upaya mengungkap

informasi mengenai mekanisme, problematika dan solusi penanganan berkas

permohonan setipikat hak atas tanah yang memiliki perbedaan luas antara

pengajuan dengan hasil ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Secara

lebih jelas, masalah penelitian ini dibatasi pada:

1.

Berkas permohonan sertipikat hak atas tanah yang akan diteliti adalah
permohonan yang melibatkan pengukuran di dalamnya baik pendaftaran
pertama kali secara sporadik maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah
yang memiliki perbedaan luas di tahun 2022-2024.

Perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur yang dimaksud adalah
luas hasil ukur lebih besar dari 10% daripada pengajuannya.

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
khususnya Seksi Survei dan Pengukuran (Seksi SP) serta Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Seksi PPS).



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menggunakan mekanisme khusus
dalam menangani permohonan sertipikat dengan perbedaan luas.
Permohonan sertipikat yang memiliki perbedaan luas tersebut adalah
permohonan sertipikat dengan kelebihan luas sebesar 10% dari luas
pengajuan. Kasi SP melibatkan Kasi PPS dalam rangka penganan
permohonan sertipikat tersebut melalui nota dinas Kasi SP yang berisi
permohonan bantuan kepada Kasi PPS untuk melakukan analisis
perbedaan luas dalam rangka pencegahan sengketa dan konflik
pertanahan. Kasi PPS menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan
lapangan, hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan. Analisis Perbedaan Luas dibuat berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang memuat rekomendasi
penyelesaian permohonan sertipikat. Kasi SP akan menindaklanjuti
permohonan sertipikat tersebut berdasarkan Analisis Perbedaan Luas dari
Kasi PPS.

Adanya permohonan sertipikat dengan perbedaan luas terjadi karena
berbagai sebab. Penyebab perbedaan luas pada permohonan pendaftaran
pertama kali adalah perbedaan luas antara data pengukuran dengan Letter
C, karena pemohon biasanya sertamerta menulis luas yang tertera pada
Letter C di formulir pengajuan berkas permohonan dan pada kasus tertentu
terdapat perolehan bidang tanah yang dilakukan dengan cara di bawah
tangan. Kemudian penyebab perbedaan luas pada permohonan
pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kesiapan perencanaa dalam
pengukuran, metode dan alat ukur yang digunakan terkait kondisi alam dan
pemohon yang tidak merawat tanda batasnya. Semua penyebab yang telah
disebutkan berpotensi menyebabkan terjadinya permohonan sertipikat

dengan perbedaan luas.
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3. Terdapat berbagai problematika atau kendala dalam penanganan
permohonan sertipikat dengan perbedaan luas. Problematika tersebut
antara lain: (a) waktu penyelesaian permohonan sertipikat dengan
perbedaan luas ini cukup lama yang berpotensi melebihi waktu
penyelesaian dalam standar pelayanan; (b) Seksi PPS tidak memiliki tugas
dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku untuk melakukan pencegahan
sengketa dalam rangka permohonan sertipikat; (c) Terdapat tumpang
tindih tugas dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali antara seksi PPS
yang melakukan analisis perbedaan luas dengan tugas dari Panitia A yang
bertugas melakukan pemeriksaan bidang tanah berdasarkan peta bidang
tanah yang telah diterbitkan, meninjau kebenaran alat bukti yang ada dan
mencatat sanggahan/keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan; (d)
pendanaan, seksi PPS tidak dapat mengajukan penerimaan pembiayaan
dari negara dengan kegitan penanganan permohonan sertipikat dengan
perbedaan luas karena seksi PPS tidak memiliki tugas dan fungsi dalam
kegiatan permohonan sertipikat. Permasalahan yang dihadapi dalam
penanganan permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini terjawab
dengan solusi yang terdapat dalam Juknis Pengukuran dan Pemetaan

Bidang Tanah Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021.
B. Saran

1. Penanganan dalam penyelesaian permohonan sertipikat dengan perbedaan
luas ini sedikit bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena
ini merupakan kebijakan Kasi SP dalam rangka meminta rekomendasi dari
Kasi PPS untuk dilakukan analisis terkait aspek yuridis terhadap
permohonan tersebut. Dalam Juknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasisis
Mitigasi Risiko tahun 2021 telah dijabarkan cara menyelesaikan
permasalahan terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Dijabarkan di
bab-bab sebelumnya bahwa Seksi PPS tidak memliki tugas dan fungsi
dalam rangka pelayanan permohonan sertipikat. Seksi PPS dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani sengketa dan konflik
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apabila ada aduan, tugas dari Kepala Kantor atau permintaan dari Kepala
Seksi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menganggap Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora terutama Kasi SP agar meninggalkan cara penanganan
berkas permohonan sertipikat dengan perbedaan luas yang melibatkan
Seksi PPS karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Kasi SP dapat mengikuti Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan
Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021 dalam penyelesaian permohonan
sertipikat yang memiliki perbedaan luas ini, sehingga pelayanan
permohonan sertipikat berjalan sesuai standar pelayanan, tidak terjadi lagi
keterlambatan penyelesaian. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan
mengakibatkan berkas-berkas permohonan semakin lama menjadi
semakin banyak sehingga menjadi tunggakan, meskipun sampai dengan
bulan Mei tahun 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora berhasil
menurunkan jumlah rata-rata berkas permohonan dengan perbedaan luas
ini tiap bulannya dengan tetap mempertahankan mekanisme
penanganannya melalui Seksi PPS tetapi hal ini tetap tidak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku. Pemohon tentu berharap berkas
permohonannya segera diselesaikan sehingga Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora memiliki citra yang baik di mata masyarakat karena
penyelesaian pelayananannya sesuai dengan standar pelayanan.

Untuk calon peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas
permasalahan dalam permohonan sertipikat dengan perbedaan luas, perlu
mengkaji keefektivitasan dan/atau cara pelaksanaan Petunjuk Teknis
Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021 di Kantor
Pertanahan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora belum melaksanakan secara sepenuhnya
petunjuk teknis tersebut. Harapannya calon peneliti dapat merekam
pelaksanaan petunjuk teknis tersebut sehingga dapat digunakan sebagai
acuan oleh Kantor Pertanahan lainnya di Indonesia untuk menangani

permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini.
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